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Abstract
Received : 14-11-2025 Modern governance systems based on law place discretion as an important tool for
Revised : 13-03-2026 state administrative officials, especially to ensure the continuity of public services in
Accepted : 14-04-2026 situations of legal vacuum or emergency. Previous studies have not
comprehensively examined the relationship between legal basis, practical
Keywords: application, and ethical and accountability challenges in the use of discretion. This
Discretion, study aims to fill this gap by analysing the concept, legal basis, and implementation
State Administration, of discretion in Indonesian government administration. This study uses a normative
Accountability, legal research method with a legislative approach and is supported by a literature
Government Ethics study from Google Scholar secondary data. The results show that although

discretion has strong legal legitimacy, its implementation often causes irregularities
due to weak oversight mechanisms and low ethical integrity among some public
officials. The use of discretion without moral consideration and without upholding the
principle of accountability has the potential to harm the interests of the community
and reduce public trust.This study emphasises the importance of strengthening the
integration between legal norms, ethical standards, and oversight systems so that
the practice of discretion is in line with the values of justice, transparency, and

reseonsible Eublic service.

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan modern yang berlandaskan prinsip negara hukum, setiap
tindakan pejabat administrasi negara wajib tunduk pada asas legalitas (Rusfiantini et al., 2024; Syaffil
et al., 2023; Safitri & Sa’adah, 2021). Namun dalam praktik penyelenggaraan birokrasi, sering
muncul persoalan publik yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan,
sehingga diperlukan ruang kebijakan yang memungkinkan pejabat tetap bertindak demi menjamin
pelayanan publik. Diskresi menjadi instrumen hukum yang memberikan keleluasaan terbatas bagi
pejabat administrasi untuk mengambil keputusan di luar ketentuan formal, selama tetap berorientasi
pada kepentingan umum (Antari & Utama, 2024; Wulandari, 2023; Aritonang & Erliyana, 2023).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan
dasar kewenangan diskresi sekaligus menetapkan batasan agar tidak terjadi penyimpangan
kewenangan, sejalan dengan pandangan ahli yang menilai diskresi sebagai pengecualian yang
dibenarkan dalam rangka efektivitas pemerintahan (Hadjon dalam Rusfiantini et al., 2024; Cox, Buck,
& Morgan, 2019; Indonesia, 2014). Pemaknaan diskresi juga berkaitan dengan dinamika antara
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hukum dan organisasi publik sebagaimana dijelaskan oleh literatur administrasi modern (Bastian &
Hadi, 2021; Spaltani et al., 2023).

Meskipun memiliki legitimasi hukum yang kuat, praktik diskresi sering menimbulkan polemik
di masyarakat. Hal ini biasanya terjadi ketika diskresi digunakan tanpa mempertimbangkan etika,
akuntabilitas, dan batas kewenangan secara memadai (Juliani, 2021; Abdi et al., 2023;
Rahamaningsih, 2023). Lemahnya pengawasan, baik internal maupun eksternal, membuka ruang
bagi tindakan yang melebihi batas wewenang pejabat publik (Hukunala & Ajawaila, 2023; Yarni et
al., 2023; Gakur & Hufron, 2022). Dalam beberapa kasus, diskresi bahkan menjadi pintu masuk
terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menimbulkan kerugian negara (Irawan et al., 2023; Putri
& Frinaldi, 2023).

Sebaliknya, penguatan etika, integritas aparatur, dan mekanisme kontrol menjadi penting
agar diskresi tidak hanya sah secara hukum tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral
(Wulandari, 2023; Rahamaningsih, 2023; Siregar et al., 2023). Urgensi integritas etis juga diperkuat
oleh pandangan Constantino (2022) yang menekankan perlunya sistem pengawasan manusiawi dan
prosedural dalam keputusan berisiko pada organisasi publik. Indonesia, kelemahan implementasi
pembagian kewenangan diskresi turut disorot oleh Safudin (2020), yang menjelaskan seringnya
muncul ketidakkonsistenan antara norma dan praktik lapangan.

Dalam situasi tertentu seperti keadaan darurat, diskresi menjadi langkah kebijakan cepat
dan adaptif untuk menjamin kepentingan publik, sebagaimana terjadi pada kebijakan penanganan
pandemi (Kurniawan, 2023; Suardita & Pratama, 2023; Putri & Frinaldi, 2023). Namun, penggunaan
diskresi pada masa Krisis juga rentan dipersoalkan jika tidak didukung dasar hukum dan akuntabilitas
yang jelas, sebagaimana tampak dalam sengketa di PTUN (Indah & Frinaldi, 2023; Yuliandari &
Oppusunggu, 2021; Seipul et al., 2024).

Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan diskresi berkaitan erat dengan
isu otonomi, hubungan antar-tingkat pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik
(Rahmatunnisa et al., 2023; Rezeki & Frinaldi, 2024; Rezeki & Frinaldi, 2025). Sementara itu,
penelitian administratif menegaskan bahwa tata kelola yang baik membutuhkan harmoni antara
aspek hukum, perilaku birokrasi, dan responsivitas kebijakan (Samsudin & Pratomo, 2023; Putra et
al., 2025; Rezeki et al., 2023; Mubarak et al., 2024; Frinaldi et al., 2024).

Meskipun demikian, studi-studi tersebut umumnya membahas diskresi dari aspek hukum
atau etika secara terpisah. Belum banyak kajian yang secara komprehensif menganalisis integrasi
tiga aspek secara simultan: dasar hukum, standar etika, dan efektivitas mekanisme pengawasan
dalam pelaksanaan diskresi pejabat administrasi negara. Celah penelitian ini menunjukkan
pentingnya kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana ketiga elemen tersebut saling
berinteraksi dalam membatasi ruang tindakan pejabat publik (Siregar et al., 2023; Samsudin &
Pratomo, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konsep dan dasar hukum diskresi; (2)
mengidentifikasi persoalan etika serta kelemahan sistem pengawasan dalam penerapannya; dan (3)
memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana diskresi dapat dijalankan secara sah,
akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan umum (Rusfiantini et al., 2024; Syafril et
al., 2023; Stevens, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis ketentuan
hukum dan prinsip administrasi pemerintahan terkait diskresi. Data diperoleh melalui studi
kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer (UU No. 30/2014 dan putusan
pengadilan), bahan hukum sekunder (buku dan artikel ilmiah), serta bahan hukum tersier.

Kerangka teori merujuk pada pemikiran Cox, Buck & Morgan (2019) yang menekankan
hubungan antara hukum, organisasi, dan perilaku administratif, serta pandangan Stevens (2025)
mengenai pentingnya regulasi yang memadai dalam pelaksanaan diskresi. Analisis pengawasan
diskresi juga menggunakan kajian Constantino (2022) dan Safudin (2020).
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Teknik analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan
teleologis, kemudian dianalisis menggunakan model Miles & Huberman melalui proses reduksi data,
pengelompokan tema, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Berdasarkan telaah terhadap 24 artikel iimiah, dapat disimpulkan bahwa kewenangan
diskresi dalam administrasi pemerintahan Indonesia menjadi topik kajian yang berkembang pesat
sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Literatur tersebut membahas
berbagai aspek diskresi, mulai dari dasar hukum, prinsip etika birokrasi, hingga praktik
penerapannya di tingkat pusat dan daerah. Secara umum, kajian menunjukkan bahwa diskresi
merupakan instrumen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif dan responsif, tetapi
tetap mengandung risiko penyalahgunaan apabila tidak didukung oleh mekanisme pengawasan dan
akuntabilitas yang kuat.

Dari total artikel yang dianalisis, sebanyak 13 artikel (54%) menyatakan bahwa diskresi
merupakan instrumen penting yang digunakan untuk mengisi kekosongan hukum atau merespons
keadaan darurat, seperti yang terjadi selama masa pandemi COVID-19 (Suardita & Pratama, 2023;
Kurniawan, 2023). Sebanyak 6 artikel (25%) menunjukkan bahwa diskresi rentan disalahgunakan
karena lemahnya mekanisme pengawasan dan minimnya integritas pejabat publik (Putri & Frinaldi,
2023; Hukunala & Ajawaila, 2023). Sisanya, 5 artikel (21%) menyoroti pentingnya integrasi prinsip
etika, akuntabilitas, dan kepentingan umum dalam pelaksanaan diskresi agar tidak menyimpang dari
tujuan hukum administrasi negara (Syafril et al., 2023; Antari & Utama, 2024). Tabel 1 berikut
menyajikan ringkasan hasil temuan berdasarkan fokus kajian:

Tabel 1. Distribusi Warna Dominan Kata Kunci overlay visualization

No Fokus Kajian Jumlah Artikel Persentase
1 Diskresi sebagai respons hukum terhadap kondisi darurat 13 54%

2 Potensi penyalahgunaan kewenangan dalam diskresi 6 25%

3 Etika, akuntabilitas, dan prinsip kepentingan umum 5 21%

Total 24 100%

(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025)

Selain itu, dari dokumen yurisprudensi dan laporan lembaga pengawas yang dikutip dalam
artikel (misalnya Indah & Frinaldi, 2023; Seipul et al., 2024), ditemukan bahwa beberapa keputusan
pengadilan tata usaha negara (PTUN) telah mulai menguiji legalitas penggunaan diskresi oleh
pejabat publik, terutama terkait batas kewenangan dan prinsip proporsionalitas. Dalam beberapa
kasus, penggunaan diskresi yang tidak didukung pertimbangan hukum yang kuat telah dinyatakan
cacat secara administrasi. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik
diskresi belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengawasan dan kontrol etis yang memadai.
Masih terdapat ketimpangan antara landasan normatif dengan implementasi di lapangan, yang
mengakibatkan munculnya keraguan publik terhadap legitimasi tindakan diskresioner pejabat
negara.

Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan diskresi dalam administrasi
pemerintahan Indonesia sejalan dengan teori diskresi administratif yang menyatakan bahwa ruang
kebijakan dibutuhkan ketika hukum tidak mampu mengatur seluruh keadaan secara rinci.
Pandangan ini sejalan dengan konsep interaksi antara hukum, organisasi, dan perilaku birokrasi
sebagaimana dijelaskan oleh Cox, Buck, dan Morgan (2019), bahwa pejabat publik membutuhkan
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fleksibilitas dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi ketidakpastian. Hal ini juga tercermin
dalam berbagai penelitian mengenai implementasi kebijakan lokal dan tata kelola pemerintahan,
yang menunjukkan bahwa adaptasi pejabat dalam kondisi ketidakpastian regulatif merupakan praktik
yang sering muncul pada administrasi publik (Frinaldi et al., 2024; Rezeki & Frinaldi, 2024).

Temuan dari 24 artikel menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan diskresi dilakukan
untuk merespons keadaan darurat atau kekosongan hukum, termasuk pada situasi pandemi COVID-
19, sebagaimana dicatat oleh Suardita dan Pratama (2023) serta Kurniawan (2023). Pola ini
mempertegas relevansi teori bahwa diskresi adalah instrumen adaptif dalam tata kelola modern.
Dalam konteks layanan publik dan manajemen komunitas, fleksibilitas pengambilan keputusan juga
terlihat pada berbagai studi tentang keterlibatan masyarakat dan pengelolaan pelayanan berbasis
komunitas (Mubarak et al., 2024; Frinaldi et al., 2024), yang menunjukkan bahwa pejabat di tingkat
lokal menggunakan diskresi untuk menutup kekurangan regulasi teknis.

Namun, praktik diskresi ini juga mengonfirmasi teori birokrasi yang menekankan bahwa
kewenangan besar tanpa kontrol memadai berpotensi menimbulkan penyimpangan. Stevens (2025)
menegaskan bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat tercapai jika diskresi
berada dalam kerangka regulasi dan pengawasan yang jelas. Temuan penelitian memperlihatkan
adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal maupun eksternal, sehingga membuka ruang
bagi penyalahgunaan kewenangan (Putri & Frinaldi, 2023; Hukunala & Ajawaila, 2023). Kondisi ini
sejalan dengan kajian Constantino (2022) yang mencatat bahwa pengambilan keputusan berisiko
tinggi dalam organisasi publik memerlukan kontrol prosedural dan etis yang ketat. Dalam konteks
lokal, lemahnya pengawasan ini juga tercermin dalam dinamika hubungan pemerintah-warga
negara dalam penyelesaian sengketa administrasi, sebagaimana dianalisis dalam penelitian Rezeki
dan Frinaldi (2025).

Selain kerangka legalitas, teori etika administrasi menekankan bahwa moralitas aparatur
merupakan mekanisme pengendalian internal yang tidak kalah penting. Beberapa artikel
menegaskan bahwa legalitas saja tidak cukup tanpa integritas dan tanggung jawab etis pejabat
publik (Syafril et al., 2023; Antari & Utama, 2024). Safudin (2020) juga menunjukkan bahwa
pembagian kewenangan diskresi di Indonesia sering kali tidak diikuti konsistensi implementasi,
sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara norma tertulis dan praktik di lapangan. Pada
ranah yuridis, beberapa putusan PTUN menunjukkan diskresi dinyatakan cacat administrasi karena
tidak memiliki alasan hukum memadai (Indah & Frinaldi, 2023; Seipul et al., 2024), sejalan dengan
temuan Rezeki et al. (2023) yang menyoroti pentingnya pemahaman etis dan sosial dalam interaksi
antar-aktor pemerintahan.

Dalam konteks tata kelola modern, peningkatan profesionalisme, integritas, dan
kemampuan adaptif aparatur negara menjadi krusial. Berbagai studi mengenai inovasi tata kelola
digital dan pembaruan administrasi negara (Frinaldi et al., 2024; Putra et al., 2025) menunjukkan
bahwa transformasi birokrasi memerlukan penyatuan antara prinsip legalitas, kapasitas teknologi,
dan nilai etika publik agar diskresi dapat digunakan secara bertanggung jawab dan transparan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik diskresi di Indonesia masih
menghadapi kesenjangan antara teori dan implementasi. Secara normatif, Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 telah memberikan landasan yang jelas, namun efektivitas pengawasan, etika
birokrasi, dan konsistensi aplikasi di lapangan masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan
penguatan sinergi antara prinsip legalitas, mekanisme pengawasan, moralitas aparatur, serta inovasi
tata kelola modern agar diskresi benar-benar menjadi instrumen yang mendukung penyelenggaraan
pemerintahan yang responsif, adaptif, dan akuntabel.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan diskresi merupakan instrumen yang
esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan modern karena memberikan ruang bagi pejabat
publik untuk mengambil keputusan dalam kondisi hukum yang tidak sepenuhnya jelas atau belum
diatur secara rinci oleh regulasi. Namun demikian, penggunaan diskresi harus tetap berada dalam
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koridor prinsip legalitas, akuntabilitas, dan etika administrasi publik agar tidak menimbulkan
penyalahgunaan kewenangan dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kasus
penyimpangan yang ditemukan dalam beberapa penelitan menunjukkan bahwa lemahnya
pengawasan dan rendahnya integritas aparatur menjadi faktor utama munculnya tindakan
administratif yang menyimpang.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan
kajian diskresi dalam hukum administrasi negara. Temuan menunjukkan bahwa aspek legalitas saja
belum memadai untuk menjamin penggunaan diskresi yang benar, sehingga teori diskresi perlu
dilengkapi dengan dimensi etika, nilai moral pejabat publik, serta efektivitas mekanisme
pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan konsep diskresi
klasik agar tidak hanya menitikberatkan pada legalitas formal, tetapi juga mencakup aspek sosial,
kultural, dan tata kelola birokrasi modern.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi terhadap penguatan tata kelola
pemerintahan melalui peningkatan efektivitas pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan
internal dapat diperkuat melalui SOP dan audit administrasi yang lebih sistematis, sementara
pengawasan eksternal perlu dimaksimalkan melalui pemberdayaan Ombudsman, PTUN, dan
lembaga independen lainnya agar praktik diskresi dapat dipantau secara objektif dan transparan.
Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan etika, hukum administrasi, dan
profesionalisme menjadi langkah strategis agar diskresi digunakan secara proporsional dan
bertanggung jawab.

Rekomendasi lebih lanjut mengusulkan agar pembuat kebijakan menyusun pedoman
operasional yang lebih rinci terkait penggunaan diskresi, termasuk indikator penilaian akuntabilitas
serta standar pertanggungjawaban yang dapat diuji secara hukum. Penelitian selanjutnya juga perlu
melakukan pendalaman berbasis analisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melihat
bagaimana diskresi diuji secara yuridis dalam praktik. Selain itu, studi komparatif dengan negara lain
yang memiliki sistem pengawasan diskresi lebih mapan dapat memberikan model tata kelola yang
lebih adaptif bagi konteks Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan analisis literatur sehingga
belum menggambarkan dinamika empiris di lapangan secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian
lanjutan perlu melibatkan pendekatan campuran, termasuk survei atau wawancara dengan pejabat
administrasi, analis hukum, maupun lembaga pengawas agar dapat memberikan gambaran yang
lebih komprehensif mengenai praktik diskresi dalam administrasi pemerintahan.
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